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JAKARTA - Jaksa Agung RI Dr. Burhanuddin, SH. MH. didampingi Wakil Jaksa
Agung RI. Setia Untung Arimuladi, SH. M.Hum. , Para Jaksa Agung Muda dan
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan menghadiri acara Penyerahan Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020 dari
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Bidang Politik Hukum dan Keamanan



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. bertempat di Auditorium Gedung Menara
Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan, KAMIS
(24/06/2021).

Hadir dalam acara tersebut Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Bidang
Polhukam, Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., MH., CFrA., CSFA. didampingi oleh
Auditor Utama Keuangan Negara I Novy G. A. Pelenkahu, Kepala Auditorat I B.
Sarjono, SE. MBA, Tenaga Ahli Pimpinan Auditorat Utama Keuangan Negara I Ir.
Johan Marta Utama dan Tim Pemeriksa Laporan Keuangan Kejaksaan RI. Tahun
2020.

Sementara itu hadir secara daring (dalam jaringan) Para Staf Ahli Jaksa Agung,
Para Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Kejaksaan Agung, serta Para
Kepala Kejaksaan Tinggi dari seluruh Indonesia.  

Dalam sambutannya Jaksa Agung atas nama pribadi maupun institusi
menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara I Bidang Polhukam, Dr. Hendra Susanto, beserta segenap
jajaran auditor yang dalam waktu 95 (sembilan puluh lima) hari lamanya, telah
melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawab konstitusional BPK untuk
memastikan pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kejaksaan RI telah
dilakukan secara tertib, efisien, efektif, dan akuntabel.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2020 ini, bagi Kejaksaan
RI. merupakan yang ke-5 (lima) kali secara berturut-turut dalam 5 (lima) tahun
terakhir.Hal ini merupakan buah manis dari upaya kerja keras segenap jajaran
dan satuan kerja Korps Adhyaksa dalam pengelolaan keuangan. Pencapaian
tersebut tentunya merupakan bentuk kesadaran dan kewajiban kami untuk
mematuhi setiap ketentuan dan komitmen dalam menjaga dan menyajikan
kualitas pengelolaan keuangan secara tertib, akuntabel, dan berkesinambungan.
Kejaksaan akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan, demi penyempurnaan
praktik pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan agar menjadi lebih baik
lagi.

Selain itu Jaksa Agung mengatakan bahwa kami menyadari bahwa atas apa
yang telah dilakukan, kerap kali masih ditemukan persoalan dan kekurangan
yang belum seluruhnya selesai diperbaiki. Melalui penyerahan LHP BPK akan
dapat lebih memperjelas hal-hal apa saja yang selama ini masih selalu menjadi
temuan maupun kekurangan di dalam pengelolaan keuangan negara di
lingkungan Kejaksaan RI, yang harus kita perhatikan dan cermati bersama. Oleh
karenanya, koreksi, petunjuk, dan rekomendasi perbaikan atas temuan yang
tertuang dalam LHP akan kami instruksikan secepatnya untuk segera dipenuhi
dan dilaksanakan, terutama untuk diidentifikasi dan dievaluasi, sehingga
diharapkan kekurangan dan kesalahan serupa tidak akan terulang kembali di
kemudian hari.

Sejalan dengan itu, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan
keuangan yang baik di Kejaksaan RI., Jaksa Agung menyampaikan kembali
beberapa langkah nyata yang telah dan sedang dilakukan, antara lain :

Membuat dan mengimplementasikan berbagai macam aplikasi keuangan
diantaranya: e-Piutang, E-Tilang, E-Anggaran, E-PNBP, E-Piutang Uang



Pengganti dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) dalam mendukung
pengelolaan keuangan Kejaksaan ;

Menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyelesaian
Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai
pengganti dari Peratuan Jaksa Agung Nomor: PER-020/A/JA/07/2014, yang
sudah tidak sesuai kebutuhan dan perkembangan dalam penyelesaian
tunggakan uang pengganti; dan

Mengoptimalkan Bidang Pengawasan selaku APIP dalam memperbaiki dan
meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan barang milik negara agar dapat
terus berjalan secara akuntabel, transparan, dan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan;

Ketiga langkah serta berbagai macam langkah kebijakan lainnya tersebut
dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih
baik di Kejaksaan.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, Jaksa Agung mengingatkan kembali kepada
segenap jajaran Kejaksaan, bahwa hendaknya keberhasilan pencapaian
penilaian dan opini WTP tidak lantas membuat kita berpuas diri, namun, justru
menjadi pelecut yang memotivasi dan mendorong untuk kembali
mempertahankan capaian tersebut dengan kinerja yang optimal.

Dalam pengantar acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas
Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020 tersebut, Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara I Bidang Polhukam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI.mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Jaksa Agung dan jajaran
yang secara langsung merespon rencana penyerahan Laporan Hasil
Pemeriksaan dari BPK dan penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kejaksaan
RI Tahun 2020 ini adalah penyerahan yang pertama dan ini merupakan wujud
nyata dari komitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara
yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 1 Angka 6
disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan
pejabat  pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan
kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara, entitas
pengelola keuangan negara wajib menyusun laporan keuangan. 

Kemudian, perlu ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan Negara ditujukan
untuk mencapai tujuan bernegara, dan untuk menjamin tercapainya tujuan
tersebut maka berdasarkan ketentuan ayat 1 Pasal 23E UUD 1945, dilakukan
pemeriksaan oleh BPK yang bebas dan mandiri. Dalam kerangka tersebut, maka
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah tugas
konstitusional yang dimandatkan pelaksanaannya kepada BPK.



Berdasarkan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 jo. UU Nomor 15 Tahun 2006,
pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas konstitusional BPK tersebut, maka pada
semester I tahun 2021, meskipun masih dalam kondisi Pandemi Covid 19, BPK
melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan diantaranya Laporan Keuangan
Kejaksaan RI.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN) pada lampiran II tentang Pernyataan Standar Pemeriksaan 100,
Standar Umum angka 25 tentang komunikasi pemeriksaan menyebutkan bahwa:

“Pemeriksa harus membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh
proses pemeriksaan, supaya proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan
hasil pemeriksaan dapat dimengerti dan ditindaklanjuti oleh pihak yang
bertanggung jawab dan/atau pemangku kepentingan terkait.”

Kegiatan penyerahan LHP BPK hari ini merupakan bagian dari bentuk
komunikasi sebagaimana diamanatkan dalam SPKN. Tujuan utama pemeriksaan
laporan keuangan adalah untuk memberikan opini. 

Sedangkan “Opini” adalah pendapat profesional pemeriksa atas kewajaran
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Kriteria yang digunakan BPK dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan
adalah (1) kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP); (2) kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam
laporan keuangan; (3) efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan (4) kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kualitas laporan keuangan tergambar dalam
empat jenis opini yang diberikan BPK, yaitu: 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP/Unqualified Opinion); 2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified
Opinion); 3) Tidak Wajar (TW/Adverse); dan 4) Tidak Memberikan Pendapat
(TMP/Disclaimer).

Selain itu Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Bidang Politik Hukum dan
Keamanan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada kesempatan itu
menegaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan tidak dirancang untuk
menilai efisiensi dan kehematan penggunaan sumber daya dan juga tidak
ditujukan untuk menilai keberhasilan pencapaian target/tujuan entitas atau
program. 

Pemeriksaan laporan keuangan juga tidak secara khusus ditujukan untuk
mengungkapkan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan. Namun
demikian, apabila ditemukan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan,
baik yang berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan maupun yang tidak
berpengaruh, BPK wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan hasil
pemeriksaan atas laporan keuangan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, hasil pemeriksaan BPK atas Laporan



Keuangan Kejaksaan RI. Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 memperoleh opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga pada tahun 2020, Kejaksaan RI
berusaha keras melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan opininya.
Tahun 2021 ini, kita menghadapi tantangan yang berat dengan terjadinya
Pandemic Covid-19, yang hingga saat ini masih melanda seluruh belahan dunia
termasuk Indonesia.

Tantangan ini juga dialami oleh BPK RI, yang wajib menyelesaikan tugas
konstitusionalnya yakni Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2020 sehingga
harus melakukan penyesuaian atas prosedur pemeriksaannya guna memperoleh
bukti yang cukup dan tepat untuk menilai kewajaran atas penyajian laporan
keuangan entitas yang diperiksa, dan namun alhamdulillah BPK RI dapat
menyelesaikannya dan pada hari ini menyerahkan LHP atas LK TA 2020 antara
lain kepada Kejaksaan RI.

Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) Tahun 2020, BPK tidak
menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran
penyajian Laporan Keuangan. Menurut BPK, Laporan Keuangan Kejaksaan RI,
sudah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
Kejaksaan RI tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, operasional,
serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Dengan demikian, opini atas Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020
kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tentunya, ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapatkan
apresiasi karena opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan
prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kejaksaan RI. dalam mengelola dan
mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola. 

BPK menyampaikan apresiasi kepada beberapa satuan kerja yang telah
 menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK ketika pemeriksaan masih
berlangsung.

BPK mengharapkan agar beberapa kelemahan yang ada mendapat perhatian
dari segenap pimpinan Kejaksaan RI untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan yang berlaku agar di tahun yang akan datang opini atas laporan
keuangan Kejaksaan RI dapat dipertahankan. 

Tugas BPK, tentunya tidak berhenti setelah LHP atas Laporan Keuangan entitas
diserahkan tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil
pemeriksaannya. 

Dengan demikian, maka komitmen entitas untuk mewujudkan akuntabilitas tidak
saja diukur dari opini Laporan Keuangannya, tetapi yang tidak kalah pentingnya
adalah komitmennya untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Dan untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, dilakukan pemantauan
terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Dengan demikian, maka pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan



menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan yang menjadi
wewenang konstitusional BPK. 

Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., MH., CFrA., CSFA mengingatkan kembali
bahwa sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 yang merupakan pengganti
Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak
Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, pelaksanaan dan pemantauan
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan melalui Sistem Informasi. 

Dengan penerapan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut atau yang lebih
dikenal dengan SIPTL, diharapkan seluruh entitas di lingkungan AKN I dapat
menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan mudah dan cepat. Karena
berdasarkan ketentuan ayat (1) Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004,
rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI juga
menyampaikan ucapan selamat kepada Jaksa Agung beserta seluruh jajarannya
atas komitmen dan upayanya sehingga tahun ini berhasil memperoleh opini
WTP, seraya mengingatkan agar terus bekerja keras sehingga dapat
mempertahankan opini tersebut di tahun-tahun mendatang, karena opini WTP di
tahun ini, bukan jaminan untuk mendapatkan opini yang sama di tahun yang
akan datang.

Kami percaya bahwa pada dasarnya Jaksa Agung dan jajarannya memiliki
komitmen yang sama dengan kami dalam mewujudkan tata kelola keuangan
yang akuntabel. Karena akuntabilitas bukan saja kewajiban pengelola keuangan
negara, tetapi merupakan suatu budaya yang harus kita bangun bersama agar
negara ini dapat menjadi lebih baik, maka akuntabilitas adalah untuk kita semua
(Accountability for All) dan untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen
dan kerja keras dari kita semua. 

BPK juga akan meningkatkan sinergi dengan Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) sebagai mitra strategis untuk melaksanakan tugas
konstitusional BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. 

Kedepan diharapkan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai APIP
dapat berperan secara optimal dalam memperbaiki sistem agar para pelaksana
dalam mengelola keuangan dan barang Negara lebih akuntabel, transparan, dan
mematuhi ketentuan perundang-undangan yang terlaku dan jika hal ini secara
konsisten dilakukan, masalah berulang akibat kelemahan sistem dapat
diminimalkan. 

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI menekankan sekali lagi
bahwa peran JAM Pengawasan sangat penting untuk percepatan penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK “Kami harapkan Jaksa Agung
beserta jajarannya dapat terus bekerja sama dan bersinergi, sehingga kegiatan
pemeriksaan BPK pada semester II nanti dapat berjalan dengan baik serta dapat
memberikan kontribusi terbaik bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas
tata kelola keuangan dan pemerintahan di lingkungan Kejaksaan” jelasnya. 

Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan



Kejaksaan RI Tahun 202 oleh BPK RI di Kejaksaan Agung dilaksanakan dengan
memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Leonard Eben Ezer
Simanjuntak, SH, MH lewat siaran nomor : PR –
489/056/K.3/Kph.3/06/2021.(***/Steven)


